BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan
tanah tidak efektif atau tidak cepat tanggap dengan apa yang dikeluhkan
oleh masyarakat. hal ini terlihat bahwa perebutan hak kepemilikan tanah
yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bulango Utara tidak ditangani
dengan baik sehingga menimbulkan kematian.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam menangani perebutan hak
kepemilikan tanah adalah pihak kepolisian sulit menjangkau lokasi
pertikaian tersebut karena akases jalan yang rusak, tidak adanya sinyal,
kurangnya personel polsek bulango untuk menjangkau medan yang sangat
jauh dan curam, sementara upaya yang dilakukan kepolisian dalam
menangani peristiwa tersebut tetap dilakukan secara maksimal
berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum

pidana.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan
beberapa saran dan masukan agar proses pembinaan perebutan hak
kepemilikan tanah dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa proses pembinaan dalam menangani perebutan hak
kepemilikan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada,
termasuk ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Sehingga peran
kepolisian dalam menangani masalah perebutan hak kepemilikan
tanah masih kurang efektif dalam hal penanganan keluhan atau
laporan masyarakat. Dan pihak dari kepolisian itu sendiri harus cepat
tanggap dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

2. Polri dalam hal ini polisi tetap menjaga netralitas, dan senantiasa
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan
kesewenang-wenangan dalam melakukan proses pembinaan didalam

masyarakat.
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